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I. APEKSI MENGAWAL OTONOMI DAERAH

HISTORIS UU PEMDA DI INDONESIA

Pancasila Sila ke-4

- UUD 1945 =2 tk t i d h (Pasal 18) PEMERINTAH
. Amondeme?gggﬁrgf;gn?;ngoon:g?céfk?}ir%fong?}?fdoeroh INDONESIA NEGARA ‘ KEDAULATAN PEMEGANG MANDAT
Masa Reformasi 2014 DEMOKRASI DITANGAN RAKYAT DIPILIH OLEH RAKYAT

UU 23/2014 (Efektivitas Pemda)

‘ Pasca Orde Baru

— Hierarkis
Komplementaris

UU 32/2004 (MencariKeseimbangan) KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Masa Orde Baru Saat ini
tetap

UU 22/1999 (Dominan Desentralisasi)
Masa Orde Baru
UU 5/1974 (Dominan Sentralisasi)

Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat

PRINSIP-PRINSIP:

berubah

Masa Orde Lama 68 Daerah Tingkat | Daerah Provinsi — 1. Demokrasi
Th 2. Pemerataan
UuU 18/1965 (Dominan Sentralisasi) 3. Keadilan
- — berubah 4. Kekhasan
Penetapan Pres. 6/1959 (Dominan Sentralisasi) Daerah Tingkat I Daerah Kab/Kota daerah

UU 1/1957 (Dominan Desentralisasi)

OTONOMI
UU 22/1948 (Dominan Desentralisasi) DAERAH
UU 22/1946 (Dominan Sentralisasi) 1946 Pasca Orde Baru munculah Otonomi Daerah
Pra Kemerdekaan dengan ditandai adanya pembagian kekuasaan

Desentralisatie Wet 1903 (Dominan Sentralisasi)

pemerintahan di tingkat pusat dan daerah

APEKSI diharapkan dapat merealisasikan pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan memperjuangkan kepentingan anggota untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
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Il. PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 """
A. LANDASAN KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang
(UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, ditetapkan tanggal 1 Juli 2016

Pemilihan Kepala Daerah: l

1. 37 Gubernur kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

2. 415 Kabupaten dan 93 Kota, kecuali 1 Kabupaten dan 5 Kota Administratif
di Provinsi DKI Jakarta

Hasil Kesepakatan Pemerintah, DPR Rl, Dan Penyelenggara Pemilu Pada Rapat Kerja
bersama Menteri Dalam Negeri dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu
dan DKPP pada tanggal 24 Januari dan 4 Juni 2022, menghasilkan:

Pilkada Serentak 2024 Akan Dilaksanakan -> Hari Rabu 27 November 2024*

*) Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2024)



Lanjutan...

Pemilihan Presiden dan Wakil

| TAHUN 2015 ]

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 dilaksanakan
Oleh 269 Daerah

Provinsi :9
Kabupaten 1224
Kota : 36
| TAHUN 2017 ]

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 dilaksanakan
Oleh 101 Daerah

Provinsi 07
Kabupaten 76
Kota 018
( TAHUN 2018 J

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dilaksanakan
Oleh 171 Daerah

Provinsi 217
Kabupaten - 115
Kota :39
| TAHUN 2019 ]

Pemilihan Presiden dan Wakil

| TAHUN 2020 ]

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan
Oleh 270 Daerah

Provinsi :9
Kabupaten 1224
\ Kota 137 /

| TAHUN 2014 ] )

Kementerian Dalam Negeri | 3
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B. TUJUAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK

/

PERTAMA KALI
DILAKUKAN DALAM
SEJARAH INDONESIA -

=\ PEMILU

PILKADA 2024

SINKRONISASI PROGRAM
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Terjadi ketidaksinkronan Pemerintahan baik secara vertikal maupun
horizontal karena waktu pemilihan Pemerintahan memiliki 2 skema yang berbeda.

Keinginan untuk dilaksanakannya Pilkada serentak di seluruh Indonesia agar
terjadi paralel masa Pemerintahan di tingkat Pusat (Presiden) dengan
Pemerintahan Provinsi (Gubernur dan DPRD Provinsi) dan dengan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota);

[y
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- Laniutan.. C. STRATEGI MEMBANGUN SINERGI
ELEMEN PENDUKUNG KEBERHASILAN PILKADA SERENTAK 2024

PENYELENGGARA
(KPU) > KPU, Bawaslu dan DKPP :
* Harus on the track pada tugas, fungsi dan
kewenangannya;
MASYARAK_AT o r v + Bertindak netral dan berintegritas; dan
* Selaku pemilih harus mejadi aktor utama « Menjamin hak pilih setiap masyarakat.
terwujudnya Pemilihan yang bebas dari politik
uang; -
. . by ~ @ 9)
* Mendorong terwujudnya suasana Pilkada Q. PENGAWAS
kondusif, aman, damai, tertib dan lancar [ 4
* Masyarakat harus datang ke TPS, karena ‘ (BAWASLU’ DKPP, LEMBAGA NON BAWASLU)
4

kesadarannya terhadap pembangunan daerah,
bukan karena iming-iming uang atau hadiah

+ Masyarakat juga meliputi masyarakat dan
kelompok yang berada di desa

PEMERINTAH PUSAT
- € | & PEMERINTAH DAERAH:

Memberikan dukungan penyelenggaraan;
+ Dukungan Keamanan;

N~
MEDIA/PERSG

% + Menjamin ketersediaan anggaran; dan
_ _ _ * Memberikan fasilitasi bagi penyelenggara, peserta dan
* Pemberitaan yang akurat, berimbang dan tidak hoax £V masyarakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-
] v s undangan.
Partai Politik, Paslon, dan Pendukung: il Keterangan:
+ Mendeklarasikan taat prosedur dan b/ M (ombaga Swadaya Masyrakat
mekanisme Pemilihan; NGO Nogn Governmenta?/Organization
R Ser it o ; TPS :T t P tan S
Menglkutl proses p_emlllhan dgn baik, APARAT KEAMANAN Parpol oo oan Suara
siap menang dan siap kalah; dan (TNI/POLR' SATPOL PP SATL|NMAS) Bacaleg : Bakan Calon Legislatif
. . . - Pasl 1P Cal
Menjauni  politk uang, black <— PARPOL & PASLON ’ ’ e e
campaign, hoaks dan kecurangan DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu

lainnya.

Sumber: Kemendagri, Diolah diolah 2 Juni 2024 6
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D. TAHAPAN DAN JADWAL PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
PROGRAM DAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN

Sampai Dengan
26 Januari 2024

Sampai Dengan
18 November 2024

3

PERENCANAAN PENYELENGARAAAN YANG
MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN
JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN

Sampai Dengan
18 November 2024

4

PEMBENTUKAN
PPK, PPS DAN KPPS

17 April 2024 s.d
18 November 2024

5

PEMBERITAHUAN
DAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHIAN

27 Februari 2024 s.d
16 November 2024

12 11 10 9 8 7 6
PASANGAN CALON PERSYARATAN PASANGAN PENDAFTARAN R SEORANGAN DAN PENYUSUNAN PENDUDUK POTENSIAL
CALON CALON PASANGAN CALON DAETAR PEMILIH PEMILIH
22 September P R 27-29 24 - 26 5 Mei 2024 s.d 31 Mei 2024 s.d 24 April 2024 s.d
2024 21 September 2024 Agustus 2024 Agustus 2024 19 Agustus 2024 23 September 2024 31 Mei 2024
13 ; 14 ) 15 16
. - T === PENGUSULAN PENGESAHAN
! l PENETAPAN CALON TERPILIH
PENGHITUNGAN SUARA PENGANGKATAN CALON TERPILUH
PE&:&gﬁmééN | PEMUNGUTAN | DAN REKAPITULASI
I SUARA | HASIL PENGHITUNGAN
SUARA TERDAPAT PERMOHONAN TIDAK TERDAPAT TERDAPAT PERMOHONAN TIDAK TERDAPAT
b= = -~ S — - J PERSELISIHAN HASIL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PERMOHONAN
25 September 2024 PEMILIHAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERSELISIHAN HASIL
s.d RABU 27 November 2024 s.d PEMILIHAN PEMILIHAN
23 November 2024 27 NOVEMBER 2024 16 Desember 2024

Sumber: PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil

Walikota Tahun 2024

Paling lama 5 (lima) hari
setelah MK secara resmi
memberitahu
permohonan yang
teregistrasi pada BRPK
kepada KPU

Paling lama 5 (lima)

hari setelah Salinan

penetapan putusan
MK diterima KPU

Paling lama 3 (tiga)
hari setelah
penetapan pasangan
calon terpilih pasca
putusan MK

Paling lama 3 (tiga)
hari setelah
penetapan pasangan
calon terpilih



Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia
E. TINGKAT KERAWANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Bengkulu 3.79%
Sulsel 10.20%
NTB 11.09%
Jambi 12.03%

RAWAN TINGGI RAWAN SEDANG RAWAN RENDAH

Jatim 14.74% . . . .
Kalteng 18.77% 5 Provinsi (15%) 21 Provinsi (62%) 8 Provinsi (24%)
Kaltara 20.36%

Kep. Babel 29.89%

Jateng 34.83%
Sumsel 35.07%

Aceh 38.06%

Sultra 38.30% Strategi Antisipasi Kerawanan:

Sumbar 39.68%

Kep. Riau 40.33% 1. Lakukan Analisa Kerawanan daerah terhadap potensi

DIY 43.02%

Sulbar 43.44% Gangguan Keamanan

Gorontalo 45.44%

Bal 52.75% a. Kelompok Bersenjata (KKB di Papua)

Sulsel 52.90%

Kalsel 53.35% b. Daerah dengan potensi bentrok
Papua Barat 53.48%

Maluku 53.60% 2. Back Up dilaksanakan oleh satuan atas

Sumut 55.43%
NTT 56.75% 1 . T

anus gl 3. Pembagian fokus Wilayah pengamanan di Papua
Riau 62.59%

Lampung 64.61% 4. BKO anggota daerah aman ke Daerah Rawan

Banten 66.53%

Kaltim [ 77.04%

Jabar N 77.04%

Maluku Utara [ 84.86%

Sulut I 87.48%
DKl Jakarta [ 88.95%

*) Belum termasuk 4 DOB Papua

Sumber: Bawaslu RI, diolah 2 Juni 2024
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TINGKAT INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
KABUPATEN/KOTA

RAWAN TINGGI RAWAN SEDANG RAWAN RENDAH
85 Kab/Kota (16,54%) 349 Kab/Kota (67,90%) 80 Kab/Kota (15.56%)

DAFTAR KABUPATEN/KOTA RAWAN TINGGI

m KAB/KOTA s:I((OPR m KAB/KOTA E m KAB/KOTA m m KAB/KOTA m m KAB/KOTA E

Kab. Intan Jaya Kab. Purworejo 67.11 Kab. Lombok Tengah 61.23 Kab. Nabire 56.28 Kab. Banggai 52.66
2 [Kab Jayawijaya 100 19 [Kab. Simeulue 67.07 36 |Kab. Batang Hari 61.18 53 |Kab. Tuban 56.21 70 |[Kab. Pasaman Barat 52.66
3 Kab. Bandung 91.59 20 |Kab Kotabaru 65.52 37 |Kab. Mimika 61.18 54 |Kab. Bojonegoro 55.76 71 [Kab. Ketapang 52.27
4 [Kab. Yalimo 86.66 21 [Kab. Tasikmalaya 65.42 38 |Kab. Fakfak 61.04 55 [Kota Bekasi 55.48 72 |Kab. Sampang 52.19
5 Kab. Mapi 82.13 22 |Kota Jakarta Timur 65.14 39 |Kab. Bandung Barat 59.93 56 |Kab. Mamuju 54.90 73 |Kab. Alor 51.83
6 |Kota Banjar Baru 80.14 23 |[Kab. Kep. Yapen 64.93 40 [Kab. Memberamo Tengah 59.68 57 [Kota Parepare 54.69 74 |Kab. Bolaang Mongondow Utara| 51.75
7 Kab. Jayapura 78.05 24 [Kab. Cirebon 64.79 41 |Kab Nias Selatan 59.65 58 [Kab. Lampung Tengah 54.65 75 |Kab. Kutai Kartanegara 51.49
8 |Kab. Pandeglang 77.74 25 Kab. Sleman 64.56 42 |Kab. Nduga 59.55 59 [Kab. Sarmi 54.34 76 [Kota Tasikmalaya 51.28
9 [Kab. Labuhan Batu Utara 76.29 26 [Kab. Halmahera Tengah 64.19 43 |Kab. Temanggung 59.05 60 |Kab. Magelang 54.25 77 |Kab. Pacitan 51.17
10 |Kab Malaka 76.03 27 |Kab. Malang 64.01 44 [Kab. Lebak 58.78 61 Kab. Pasangkayu 54.21 78 |Kab. Kuningan 51.10
11 Kota Ternate 75.30 28 [Kab. Agam 63.96 45 [Kota Sungai Penuh 58.67 62 gzgtaBr?'aa”g Mongondow 54.04 79 Kab. Konawe Selatan 50.68
12 |Kota Semarang 73.26 29 Kab. Kediri 63.40 46 |Kab. Wonosobo 58.35 63 [Kota serang 53.32 80 [Kab. Cianjur 50.65
13 Kab. Tolikara 72.51 30 [Kab. Puncak 63.23 47 |Kab. Aceh selatan 57.75 64 |Kab.Kendal 53.25 81 [Kota Kotamobagu 50.65
14 |Kab. Sukoharjo 70.20 31 |Kab. Bulukumba 63.19 48 |Kab. Sumba Timur 57.52 65 [Kab. Banyuasin 53.19 82 [Kab. Kutai Barat 50.33
15 Kab Banggai Kepulauan 67.72 32 [Kab. Timor Tengah Selatan 63.03 49 [Kab. Kerinci 57.42 66 |Kab. Nanga Raya 53.03 83 |Kab. Muna 49.91
16 |Kab. Lombok Timur 67.57 33 [Kota Bandar Lampung 62.90 50 [Kota Jaya Pura 56.64 67 [Kab. Sekadau 52.78 84 |Kab. Asmat 49.47
17 Kab. Majalengka 67.14 34 [Kab. Pidie 61.80 51 [Kab. Sigi 56.38 68 [Kab. Wakatobi 52.73 85 [Kab. Janeponto 49.38

Terdapat 11 Kota Rawan Tinggi

Sumber: Bawaslu RI, diolah 2 Juni 2024
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F. DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

“vrpmolrd 0.} Jumlah DP4:
DAN wmm RUBERNY oy AKIL 2 207.110.768
&}5 WK | Ak '?5 lK (Per 27 November 2024)

O Laki-Laki
103.228.748 Jiwa

Perempuan

103.882.020 Jiwa

Dinamika data kependudukan sangat tinggi:

Rata-rata penerbitan akta kematian Rata-rata peristiwa pindah datang serta adanya
per bulan selama tatlun 2023 per bulan selama tahun 2-023 sejumiah perubahan pekerjaan
165.758 Jiwa 676.856 Jiwa TNI/Polri

Sumber: Kemendagri, diolah 2 Juni 2024 m
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G. DAFTAR WALIKOTA DEFINITIF DAN PJ WALIKOTA

JUMLAH DAFTAR WALIKOTA RINCIAN PJ WALIKOTA
SESUAI INSTANSI ASAL

DEFINITIF PJ WALIKOTA Walikota
1. |Pejabat Provinsi 27
38 55 2. Sekda Kota 14
3. [Kemendagri 10
4. [Sekda Kabupaten 1
5 Kementerian Pariwisata 1

dan Ekonomi Kreatif

Kemenko Maritim dan
Investasi

o
=

7. Kemenkumham 1
TOTAL 55

| A
Sumber: Kemendagri, Diolah 3 Juni 2024
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REPUBLIK INDONESIA

PEMILU

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum
(Ditetapkan 15 Agustus 2017)

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan
rakyat
untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

G. KEBIJAKAN PENDANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

PILKADA

Undang-Undang

No. 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang
(Ditetapkan 1 Juli 20216)

Pasal 451 Ayat (2)

Dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib dianggarkan kedalam

APBN

Pasal 166 Ayat (1)

Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

dibebankan pada

APBD

Sumber: Kemendagri, diolah 2 Juni 2024




Kementerian Dalam Negeri

Lanjutan... SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 900.1.9.1/435/S]] fepubli Indonesi
TANGGAL 24 JANUARI 2023 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Mendorong Pemda Menganggarkan
dan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

- Memastikan alokasi anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk

Yth. 1. Gubernur.

e belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan

Seluruh Indonesia

o wal Kot mlpran pakntargn Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Kabupaten/Kota dan

NOMOR 900.1.9.1/435/SJ BupatiWali Kota kepada Gubemur dan

e goeoylasemorsn dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program,

PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI akhir bulan Mei Tahun 2023

DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 . keg i atan ’ d an S u b ke g i atan .

Sesuai amanat Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembahan Kedua atas Ur\dang~Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

T r;*;w:"i“ﬁ;f“:177“;*;1"’ w o « Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol) Provinsi/Kabupaten/Kota

kepastian tersedian) iatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gt upati
HAMMAD TI
dan Wlepl ﬂWVK(d Wakil Wali Kota Tahun 2024y ng merupakan Program LEAMMAD TITO RARNAVIAN

St Neor asmptan g ek berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

+ U s Nomor 23T 204 e Pemeriaan s s Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indor Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

donpe i Nomor  Toun 205 g, Pt Kk s [0 Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk segera mengajukan usulan kebutuhan

23Th 2014 tentang Pemerintahan Daer h(L mbaran
ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

et anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

PeggalUd gUd gNmo!Th 20141 ntang Pemilihan Gbmr.Bupall

ﬁ:m,:h:nst;;:zm,:;zm..i;:;;L:;::z:; Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

5808) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang indonesia;

N

Indonesia;

Nomor 6 Tahun 2020 tentang pan Peraturan gganti Undang- il RS
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang bahan Ketiga atas Undang-Undang ‘E‘”‘ ‘;T Ze uruh Indonesia;
Nomor 1 Tahun 2015 tentang pan Peral seluruh Indonesia; dan

e N o 0 ok e Bt o V(1o coren « Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

T R e e R Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib
_ih@\\\cuaaw// dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% dan TA 2024

| sl .
At e dianggarkan sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang
disepakati bersama.
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PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAKUKAN

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

PENYALURAN DANA HIBAH PILKADA KEPADA KPUD DAN BAWASLU TAHUN 2024

DATA NASIONAL

DATA KOTA SE-INDONESIA

Yang telah
Yang telah NPHD | 541 Pemda NPHD 93 Pemda
Yang belum ) Yang belum i
NPHD NPHD
Jumlah anggaran L
Nonp N | Rp. 28.76T anggaran Rp. 3.28T
NPHD
Realisasi NPHD Rp. 13.20T Realisasi NPHD | Rp. 1.50T
Jumlah Pemda Jumlah Pemda
telah Realisasi il ek telah Realisasi SRIECIIEE
Jumlah Pemda
Jumlah PerT.1da' 0 Pemda belum 0 Pemda
belum Realisasi Realisasi
Jumlah Pemda
Jumlah Pemda 83 Pemda u 13 Pemda

Realisasi <40%

Realisasi <40%

DATA NASIONAL

DATA KOTA SE-INDONESIA

NO BAWASLU \\[o] BAWASLU
Yang telah Yang telah
Yang belum
2 23 Pemda Yang belum
NPHD 2 NPHD 5 Pemda
Jumlah Jumlah
3 anggaran NPHD Hew sl 3 anggaran Rp. 917M
NPHD
4 Realisasi NPHD Rp. 3,87T Realisasi
4 NPHD Rp. 425M
Jumlah Pemda Jumlah
= telah Realisasi S0 Feme 5 Pemda telah 87 Pemda
Realisasi
Jumlah Pemda Jumlah
6 el Feslfess 31 Pemda 6 Pemda belum 6 Pemda
Realisasi
Jumlah
Jumlah Pemda Pemda
7 . 12 Pemda
Y Realisasi <40% 2 e Realisasi
<40%

Sumber Data: Dihimpun oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Daerah (data bergerak) per 2 Juni 2024, 16.00 WIB
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PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAKUKAN PENYALURAN PENDANAAN

DATA NASIONAL

PENGAMANAN PILKADA TNI DAN POLRI
DATA KOTA SE-INDONESIA

\'[o) TNI \'[o) TNI
Yang sudah Yang sudah
1 NPHD 150 Pemda 1 NPHD 35 Pemda
Yang belum Yang belum
2 NPHD 396 Pemda 2 NPHD 58 Pemda
Alokasi Alokasi
. . 3 Rp. 62.27M
3 anggaran NPHD Rp. 377.62M anggaran NPHD P
4 Realisasi NPHD Rp. 138,77M 4 Realisasi NPHD Rp. 14.01M
Jumlah Pemda Jumlah Pemda
> telah Realisasi 51 Pemda > telah Realisasi 9 Pemda
Jumlah Pemda Jumlah Pemda
2 belum Realisasi 495 Pemda 6 belum Realisasi Stkemda
Jumlah Pemda Jumlah Pemda )
/ Realisasi <40% 3iRemda ! Realisasi <40% FEIIEE

DATA NASIONAL

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

DATA KOTA SE-INDONESIA

NO POLRI NO POLRI
Yang sudah Yang sudah
1 NPHD 170 Pemda 1 NPHD 30 Pemda
Yang belum Yang belum
2 NPHD 376 Pemda 2 NPHD 63 Pemda
Alokasi Alokasi
3 anggaran Rp. 1.226T 3 anggaran Rp. 164M
NPHD NPHD
4 Realisasi NPHD | Rp. 410,61M 4 Realisasi NPHD Rp. 30,58M
5 Pemda. Tel_ah 65 Pemda 5 Pemd§ Tel.ah 10 Pemda
Realisasi Realisasi
P Bel
g | PemdaBelum | 0 pemda 6 emdaBelum | = o5 b0 nda
Realisasi Realisasi
Jumlah Pemda Jumlah Pemda
7
/ Realisasi <40% 10/Pemda Realisasi <40% LB E

Sumber Data: Dihimpun oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Daerah (data bergerak) per 2 Juni 2024, 16.00 WIB
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H. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA KEPADA KPUD DAN BAWASLU DAERAH

DATA GEDUNG KANTOR KPU DAN BAWASLU

Total Jumiah Total Jumiah

serkrudt : 552 | fuitetms : 552

Status Aset Gedung Kantor KPU Se Indonesia

300 27 8

250

222

200 (50,36%) (40,22%)
150
100 o 52
% (9,42%)
Milik Sendiri Pinjam Pakai Sewa

» Dari 552 Satuan Kerja KPU di Daerah, Sebanyak 5 kantor KPU dalam
kondisi Rusak Berat yakni Pamekasan, Luwu, Kolaka Utara, Timor
Tengah Utara, dan Klungkung dengan status Milik Sendiri.

+ Saat ini Kantor KPU Pamekasan menggunakan bekas Gudang yang
direnovasi, KPU Luwu mengontrak Ruko, KPU Kolaka Utara
renovasi sementara, KPU Timor Tengah Utara menggunakan kantor
sementara, KPU Klungkung menyewa gedung.

Sumber: Kemendagri, Diolah 2 Juni 2023

Total Jumliah Total Jumliah

g + 552 g 552

Status Aset Gedung Kantor Bawaslu Se Indonesia

Hibah, 18 Alih Status, 5

PSP, 10

Sewa, 271
Keterangan:
Sewa . 271 Penggunaan Sementara 13
Pinjam Pakai  : 232 Alih Status .5

Sewa Pemda :3

Hibah

Penetapan Status Penggunaan (PSP) : 10

18
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1. DATA SATPOL PP DAN SATLINMAS

Satpol PP dan Linmas untuk bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan
kesiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di daerah masing-masing

i
-, \ﬂ"ﬂh, e

Total Jumilah Anggota
Satpol PP Seluruh

105.872 , e

NON PNS

Maluku Utara
Sumatera Barat

Indonesia ° orangersonit 20,895  75.977
Total Jumlah Anggota
Satlinmas Seluruh 1 :Z :24 99 0
Indonesia * . u Orang/Personil
Data Jumlah dan Sebaran Proporsi Sebaran Jumiah
Satpol PP Se- Indonesia Satlimas Se- Indonesia
R FHEE, eppe b o
NON PNS : 1.853 wamm | : NOM NS 848 suLuT . _ PAPUA BARATOAYA i
..___J ma . KaLmAR "°::§‘ﬁﬁf"': NOE‘»’;'ET::w"z?s b e E | e Sumatera Utara . Kalimantan.Utara Sulawesi Utara
. NompNs:Zim  EPRL B WO P TS e « * ! | — =T . Kepulauan Riau Kalimantan Timur
-—\ NONPYS I 203 == NONPNS 1250 Riau . Gorontalo
i : ! | el Kalimantan Barat
|
|
|

|

|

! PNS: 383

} NONPNS: 971
|

I

|

L
-~ % I
s % - W
NONPNS - 1853 o - - ",._'.Q"#
\#‘\ ; Sk ans Sl % 9
JAMBI O N
ol ~ T L N o

|
TS

1
BENGKULU — —J

|
-l

S: 1.804
[
1 I
]
K

PHS: 411
HONPNS: 1.410 NS4 1.478 KALSEL sULEAR

* suLTRA

PNS: 377 . :
r Nuu PMS | "Nou ,Ns ,,5 PNE 4 "2 No:l;mi_?fm NON PNS : 1.06% z ;‘ - I
NON PNS™ .80 b
P o f [ ——
. - S e T 1 PNS: 58
_| M | NONPNS: 262

PAPUA TENGAH

SUMSEL

PNS: 896
NONPNS: 5.076
LAMPUNG

-
|
|

|
PNS: 157
saren , , JA : . NONPHS. o8 H
PHS: 2388 PNS BALI h
NONENS:1at6 | Pl o o NON S  S2NONPNS 4592 pryer s | - s
NONPNS 1084 | W —= ens;: 787 HONPNS: 211

NON PN 1388 NONPHNS: 1.0%0

Sumber: Kemendagri, Diolah 2 Juni 2023

Kalimantan Tengah Sulwesiiengah

Jambi Irian Jaya Barat
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Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur

|
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I1l. ISU-ISU STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH
A. PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN POSISI INDONESIA

Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia
Triwulan 1 Tahun 2024 y-o0-y (%)

Guyana
Macau
Libya
Monaco
Rwanda
Armenia
Bermuda
Tajikistan
Fiji
Zambia

Bhutan

Bolivia

Saudi Arabia
Estonia
Seychelles

Kuwait

Israel

Iceland
Afghanistan
Equatorial Guinea
Sudan

Palestine

1
N
o}

> I 5.7
E . 126
0 . 11
. B 10
e N 0.2
= Bl 33
2 Bl 8.2
=) Bl 8.2
v . s
............................................ -..5,2...- Tingkat Pertumbuhan
511 Tahunan PDB
M 511 Indonesia 44 dari 185
negara di dunia
(Diurutkan dari
-1.8 0§ Persentase PDB (y-0-Y)
2.4 'g tertinggi hingga terendah)
32009
37 R0
-4 | ';
-4 M5
-6.2 1l 2
7z
-12.3 [ 2
T
-20 0 20 40 60

-40

Sumber: https://tradingeconomics.com/ dan BPS, Diolah pada 3 Juni 2024

80

Tren Laju Pertumbuhan Ekonomo Indonesia
Triwulan 1 Tahun 2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi
r%;r 'i"m"'-”

5,06

3,05

1,60

-1,74
-0,52 0,93 -0,94 -0,90 0,83

-2,41™0 4,19
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 02 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Qf
2019 2020 2021 2022 202 2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi
(%, y-on-y)

506 505 501 496

7,08

503 5,02 546 573 501 504 517 494 504 ERLI

2,97

-0,69
217
5,32

Q1 Q2 @3 04 QO Q2 03 Q4 Q1 Q2 03 O Q@ @2 Q3 04 1 Q2 Q3 Q4 o
2019 2020 2021 2022 202 2024

« Dibandingkan Triwulan 4-2023, ekonomi Indonesia pada Triwulan 1-2024
terkontraksi sebesar 0,83% (g-to-q), mengikuti pola musiman tahun-tahun
sebelumnya.

« Ekonomi Indonesia tumbuh positif sebesar 5,11% pada Triwulan 1-2024, lebih
tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023.

18
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%

Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia
PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT PROVINSI
Triwulan 1-2024 (y-on-y)

Share [%] Pertumbuhan Konstruksi [%0]
-16.96 DKI Jakarta 4,78 Share Tertinggi
-14.46 Jawa Timur 4.81
-12.93 Jawa Barat 4.93
-8.435 s Jawa Tengah 4.97 DKI Jakarta (16,96%)
=51 Sumatera Utara 4.88 i
s tera s Jawa Timur (14,46%)
-4, Banten 451
-3.94 Kalimantan Timur 7.26 Jawa Barat (12’93%)
-3.05 Sulawesi Selatan 4.82
-2-2912 Sumatera Selatan 5.06
-2. Lampung 3.3 . .
22 among o Pertumbuhan Tertinggi
-1.62 Kepulauan Riau 5.01
12’; Sumatera Barat 4.37
-141 Jambi 3.83 ’ Papua (17’496)
136 Ka"magta:n Barat 08 » Maluku Utara (11,88%)
-1. ali 5.98 1
-1.23  Kalimantan Selatan 4.96 » Sulawesi Tengah (10,49%)
-1.09 Aceh 4.82
-0:99  Kalimantan Tengah 5.01
-0.91 DI Yogyakarta 5.02
-0:84  sulawesi Tenggara 5.78
-0:83 Nusa Tenggara Barat 4.75
-0.82 Sulawesi Utara 5.64
-0.67  Kalimantan Utara 4.78
-(())ié Nusa Tenggara Timur 3.61
-U.40 Kep Bangka Belitung1 01
oar vapia st L Keterangan:
-0: engkulu : | nilai
01 s i 4.64 1188 Angka share merupakan proporsi nilai PDRB suatu
0; Maluku Ut insi ilai insi
928 Maluku Utara 541 Provinsi terhadap total nilai PDRB ADHB 34 Provinsi
-0125 Gorontalo 4.49

- Sumber: Rilis Badan Pusat Statistik, diolah 3 Juni 2024

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ’kemendagri kemendagri ﬂ
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PERKEMBANGAN INFLASI GLOBAL DAN INDONESIA

Tingkat di Inflasi Berbagai negara di urutkan berdasarkan Inflasi Terendah Tingkat di Inflasi negara G20 di urutkan berdasarkan Inflasi Terendah
per Mei 2024 (%) per Mei 2024 (%)
Argentina o _ 289 3 Inflasi Indonesia Peringkat/13
sia £ | o e e orendan
E (Diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi)
Turkey ';
e annm
Venezuela qg;, - 64.9 E :
™ 2] .
Sudan uz,-63.3 FB s saasdiainNaalI3INISLIISL
R EEEE R EEEE R
s £ 82388 sgisirEgsigses s
‘ Negara Lainya g- e =2 3 ggigiSEesTg T3l
3 3 2 T 33
-] g k=~
Czech Republic | 2.9 _ _ _ _ =
"""""" Indone5|a """""""""" 284 ‘ Inflasi Indonesia Per_mgk_at f3dari Tingkat di Inflasi negara ASEAN di urutkan berdasarkan Inflasi Terendah
Erserarsesarsennsasensaesersesnedoieinsnnars 186 negara di dunia per Mei 2024 (%)
Israel 2.8 (Diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi)

Inflasi Indonesia Peringkat 6 dari 11 negara ASEAN

. 0 o~ (Diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi)
‘ Negara Lainya o a
o0 <
N ~
[P .
Armenia -0.7 '% :
E 3 =
Maldives -1.1‘ 0 3 x gﬁ PN 00 a g ~
~N s i 5 ) ;
Central African Republic ~ -1.12 o :
© 5 8 E 8 & =i g g T £ 1
© P o 2 ° <
Comoros -2| s : . g - 58 2 3 £ 5
> < = + [
, 3 s > = & 2 & = = 8
Afghanistan -9 = :
0 I ;

Sumber: https://tradingeconomics.com/ , Diolah pada 3 Juni 2024

B Hyperinflasi [l Inflasi Berat Inflasi Sedang Inflasi Ringan [JJ] Deflasi zo
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Inflasi Tahun ke Tahun

(Mei 2024 terhadap Mei 2023)

2,84%

Perkembangan inflasi tahun ke tahun (%)

oD whoiodN
elelelelolelele)
Stslslslslslsts)

2023

Jan | Feb | Mar| Apr | Mei| Jun | Jul | Agt |Sep| Okt | Nov|Des

Jan \ Feb\ Mar\ Apr \ Mei

2024

PERKEMBANGAN INFLASI NASIONAL (BULAN MEI 2024)

Inflasi Bulan ke Bulan

(Mei 2024 terhadap April 2024 )

Inflasi Tahun Kalender
(Mei 2024 terhadap Desember 2023)

1,16%

Perkembangan inflasi bulan ke bulan (%)

1.50
1.00
0.50
0.00

-0.50

2023

Jan ‘ Feb ‘ Mar ‘ Apr ‘ Mei ‘ Jun ‘ Jul ‘ Agt ‘ Sep ‘ Okt ‘ Nov ‘ Des | Jan ‘ Feb ‘ Mar‘ Apr

2024 |

‘-O—y-on-y

5.28|5.47|4.97 4.33/4.00| 3.52| 3.08|3.27|2.28 | 2.56 | 2.86 | 2.61

2.57/2.75/3.05/3.00 | 2.84

Inflasi Berdasarkan Kelompok (y-on-y, %)

Rincian Inflasi Andil Inflasi

INFLASI UMUM 2,84 2,84
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 6,18 1,75
2. Pakaian dan Alas Kaki 1,10 0,06
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0,54 0,09
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah 0,85 0,04

Tangga

5. Kesehatan 2,06 0,06
6. Transportasi 1,34 0,17
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0,16 -0,01
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 1,60 0,03
9. Pendidikan 1,71 0,09
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 2,51 0,25
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 4,99 0,31

=O—m-to-m| 0.340.16] 0.18 | 0.33 | 0.09 | 0.14 | 0.21|-0.02] 0.19 ] 0.17 | 0.38 | 0.41| 0.04 0.37 | 052 0.25 -0.03|

Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (m-to-m, %)

Rincian Inflasi Andil Inflasi

Inflasi Umum -0,03 -0,03
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau -0,29 -0,08
2. Pakaian dan Alas Kaki -0,04 ~0
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0,08 0,01
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0,05 ~0
5. Kesehatan 0,04 ~0
6. Transportasi -0,36 -0,04
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0,05 ~0
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0,10 ~0
9. Pendidikan ~0 ~0
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 0,26 0,03
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,87 0,05

Sumber: Rilis BPS 3 Juni 2024, Diolah 3 Juni 2024 21



Lanjutan... KONDISI INFLASI PROVINSI DAN KAB/KOTA Kementerian Dalant Neged

Inflasi Per-Provinsi (y-0-y) Persen (%) BULAN MEI 2024
PAPUA TENGAH I 5 O asi 6"
GORONTALO e . O | 8.00 158736 Inflasi Kab (y-0-y)

'—\
\‘
N
H
\'
N
H
o
~
H
o
(o2}
H
14
ol
H
w
s
-
N
~

P
o
=

o

o))

w

PAPUA BARAT [ /56 7.00 ©-55 6.31 6.22 594 503
RIAU I /| 6.00 537 502 4.01
suMUT I £ 26 10 Prov, 5.00
PAPUA SELATAN I /10 400
suvear I 17 O UNOO D
SULUT I £ 15 '
BENGKULU I 3 71 2.00

kPRI I 3 67 1.00
PAPUA PEGUNUNGAN I 3 57 0.00
JAve I 355 -1.00
BAL I 3 5/
ActH I 3 32
KALTIV I 3 20
MALUT I 3 07
MALUKU I 3 01
suLTEnG I 3.10 e ®Inflasi (y-0-y)
LaMPUNG I .00 *) Catatan 10 Kab Tertinggi 10 Kab Terendah
I '
SUMSEL 2.98 Persen (%) Inflasi Kab/Kota merupakan sampel 150 IHK BPS . \
?(‘:T;Z': ] 5:;6r 500 461 438 Inflasi Kota (y_o_y)
’ 4.15 4.14 4.09
ATV I © 53 3.99 390 3383
nBAR N 7S 4.00 3.70 3.64
NTE I O 77
KALTENG I 2 72 3.00
IATENG I 66
KALSEL | © 63 2.00 : :
SULTRA I © 57 0.95
suLseL I 2. /2 1.00 44 KOTA
KALTARA [ O /40 :
NTT I 2 41 0.00 S
DIV I S 10 Prov
PAPUA NN © 13 Terendah
DKIJAKARTA [ © 03
>APUA BARAT DAYA N 1.87
sulBAR [N 1.05
BABEL [ 1.05

10 Kota Tertinggi 10 Kota Terendah
- Sumber: Rilis Badan Pusat Statistik, 3 Juni 2024 @ www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI , kemendagri kemendagri ﬂ

65 KAB
LAINNYA

|
o

BANGKA BARAT o

NABIRE
KAMPAR
TOLI TOLI
KARO
LABUHANBATU
ACEH TENGAH
BULUKUMBA
BELITUNG TIMUR
TANJUNG SELOR
TANAH LAUT
MAJENE
((e]

KAB. GORONTALO
PASAMAN BARAT

MINAHASA SELATAN
MINAHASA UTARA
HALMAHERA TENGAH
TANJUNG PANDAN
MALUKU TENGAH

TIMOR TENGAH SELATAN

<

2.27 225 2.24 2.23 2.18 217 209 1 97 1 g7

AMBON
PADANGSIDIMPUAN
SIBOLGA

MEDAN

DUMAI

BATAM
BUKITTINGGI
TUAL

PADANG

KOTA BANDUNG
METRO

PALU

MAKASSAR
JAYAPURA
TASIKMALAYA
SINGKAWANG
PANGKAL PINANG
CIREBON

KOTA SORONG

. PEMATANG SIANTAR

Inflasi (y-0-y)




SUMATERA BARAT
SUMATERA UTARA
RIAU

PAPUA

PAPUA TENGAH

ACEH

MALUKU UTARA

NUSA TENGGARA BARAT
KEPULAUAN RIAU
PAPUA BARAT DAYA
JAMBI

GORONTALO

MALUKU

PAPUA BARAT

PAPUA PEGUNUNGAN
BENGKULU

PAPUA SELATAN
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN TIMUR
SUMATERA SELATAN
KALIMANTAN UTARA
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
LAMPUNG

DI YOGYAKARTA
KALIMANTAN TENGAH
JAWA TENGAH
EPULAUAN BANGKA BELITUNG
SULAWESI TENGAH
DKI JAKARTA

JAWA BARAT
SULAWESI SELATAN
NUSA TENGGARA TIMUR
BALI

SULAWESI BARAT

Lanjutan...

-0.03 |

-0.43

-0.46 IEE

-0.64 N

-0.72 =

-0.76 NN

-0.8 I

-0.84 NN

-0.85 N

-0.88 N

-0.92 NN

-1.1 I

-1.24
-1.31
-1.31 I
-1.41
-1.65 I
-1.72 I
-1.8 I
-2.2 I—

SULAWESI TENGGARA -2.44 I
BANTEN-2.54 I

- Sumber: Kemendagri, diolah 3 Juni 2024

INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH) SEBAGAI PROXY INFLASI

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

PADA MINGGU V MEI TAHUN 2024

291

I 2.25

IPH KABUPATEN/KOTA

I 1.98 7.2
I 1.97
I 1.67
I 1.28 4.68
I 1 421 4
4073.97 388 3.81 3.77 3.73 354
I 0.78 2% 3.48 3.43 3.41 3.39 3.38
. 0.7
I 0.67
E 0.43
Il 0.42
I 0.27
N 0.23
1 011
330 Kab/Kot
1 0.04
-3.59-3.61-3.67-3.73 -3.79-3.79-3.84.3.88 3.96
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46 4g
-5.68,5'82
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Lanjutan... INDEKS PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN MINGGU V MEI TAHUN 2024

INDIKATOR PERKEMBANGAN HARGA MINGGU IV MEI

CABAI MERAH
GULA PASIR
BAWANG PUTIH
TELUR AYAM RAS

2
p
p
1
1
MINYAK GORENG 1
1

UDANG BASAH

BERAS

DAGING SAPI -
TEPUNG TERIGU
PISANG

89
46
02
86
42
24
16
65
50
36
32
24
24
21
19

SUSU BUBUK -

SUSU BUBUK UNTUK BALITA -

TAHU MENTAH -

TEMPE .
IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ ...
MIE KERING INSTANT E

Minggu IV Mei 2024, komoditas yang mengalami kenaikan:
a. Bawang Merah di 289 daerah kabupaten/kota

b. Cabai Merah di 246 daerah kabupaten/kota

c. Gula Pasir di 202 daerah kabupaten/kota

Sumber: Kemendagri, diolah 3 Juni 2024

INDIKATOR PERKEMBANGAN HARGA MINGGU V MEI

BAWANG MERAH
CABAI MERAH
GULA PASIR
BAWANG PUTIH
TELUR AYAM RAS
MINYAK GORENG
DAGING AYAM RAS
CABAI RAWIT
JERUK
UDANG BASAH
BERAS
TEPUNG TERIGU
DAGING SAPI
PISANG
SUSU BUBUK
SUSU BUBUK UNTUK BALITA
TAHU MENTAH
TEMPE
IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ ...

MIE KERING INSTANT

= ]
| e
BN
N
EX
EX

5
8
3
8
6
0
5
3
2

7
4
9
7
4
3
1
4
8
7
7

9
5
3
3
3
2

N
[

=
©

Minggu V Mei 2024, komoditas yang mengalami kenaikan:
a. Bawang Merah di 275 daerah kabupaten/kota

b. Cabai Merah di 248 daerah kabupaten/kota

c. Gula Pasir di 193 daerah kabupaten/kota

24
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ATENSI 10 PEMDA YANG MENGALAMI KENAIKAN/ PENURUNAN
HARGA MINGGU V MEI 2024

INDEKS
KAB/KOTA PERKEMBANGAN NObi(CIBIFAT A(NK%:;IAPIEKI':‘;\EI)BAHAN HARGA
HARGA (%)
KAB. LOMBOK BARAT 7.20 BAWANG MERAH, BERAS, DAGING AYAM RAS
KAB. ROKAN HULU 4.68 DAGING AYAM RAS, CABAI MERAH, UDANG BASAH
KAB. SOLOK SELATAN 4.21 CABAI MERAH, BERAS, BAWANG MERAH
KAB. PESISIR SELATAN 4.07 CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, MIE KERING INSTANT
KAB. SOLOK 3.97 CABAI MERAH, DAGING SAPI, DAGING AYAM RAS
KAB. SAMOSIR 3.88 TELUR AYAM RAS, CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS
KAB. BIAK NUMFOR 3.81 CABAI RAWIT, BAWANG MERAH, CABAI MERAH
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 3.77 CABAI MERAH, BAWANG MERAH, BERAS
KAB. TAPANULI SELATAN 3.73 CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, BAWANG MERAH
KAB. LABUHANBATU UTARA 3.54 DAGING SAPI, CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS
MRS KOMODITAS ANDIL PERUBAHAN HARGA
KAB/KOTA PERKEMBANGAN (PENURUNAN)
HARGA (%)
KAB. MEMPAWAH -6.57 BERAS, DAGING SAPI, TELUR AYAM RAS
KAB. SUMBAWA BARAT -5.82 BERAS, CABAI RAWIT, CABAI MERAH
KAB. TORAJA UTARA -5.68 BERAS, DAGING AYAM RAS, UDANG BASAH
KAB. MUNA -4.80 BERAS, DAGING AYAM RAS, DAGING SAPI
KAB. PINRANG -4.60 DAGING AYAM RAS, BERAS, CABAI MERAH
KAB. HULU SUNGAI UTARA -4.40 DAGING AYAM RAS, BERAS, MIE KERING INSTANT
KAB. BOMBANA -3.96 BERAS, DAGING AYAM RAS, UDANG BASAH
KAB. BANJARNEGARA -3.88 BERAS, DAGING SAPI, DAGING AYAM RAS
KAB. INDRAMAYU -3.84 BERAS, DAGING SAPI, DAGING AYAM RAS
KAB. BIMA -3.79 BERAS, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH

Sumber: Hasil Monev diolah Tim, 3 Juni 2024
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B. PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

ﬁ M 215% saiac _ TARGET PENURUNAN STUNTING (%) Prevalensi Stunting per-provinsi Tahun 2023
= <% _ BamadIndohose \|- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PR — 394 o
gl enien st 27,7%  241%  21,1%  184%  16% 14% NTT 37,9
P. Pegunungan 37,3
PBD 31,0
40 37.6 - Sulbar I 30,3
- 30.8 Sultra I 30,0
30 _ Aceh | I 29,
_ 244 Papua I 28!6
- 216 215 Maluics  ————— 25 4
20 Sulsel |IE—— 2T A
Sulteng I =
10 Gorontalc, | 2267,’92 di atas rata-rata
Papua Selatan IS 25,0 nasional
Papua Barat NN 24,8
0 Kalsel I 24,7
I
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 alker | 240
Banten NN 24,0
. . . alut I
* Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 SU":,.:J _;—’3;2
mencatat angka prevalensi stunting nasional sebesar 21,5% dan Kelteng =2223,5
telah terjadi penurunan prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir Jabar  ——_ 2,7 -
(2013-2023). " —————— %‘?g
.. . Jateng I 20,7
* Namun, progress ini belum memenuhi target RPJMN 2020-2024 Kep.e;bfu I 20,6
yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun ] el
2024. Sumut I 18,0
DIy I 18,0
 Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 15 provinsi memiliki o — 11;';
prevalensi stunting di bawah angka nasional. Tiga provinsi dengan Kaltara  — |7,
. . . . Kepri... I
prevalensi stunting tertinggi adalah Papua Tengah (39,4%), Nusa Lam'f,u‘,’,g E— 141,6’ |
Tenggara Timur (37,9%) dan Papua Pegunungan (37,3%). o —13.8 Mencap?;LaneztOgg”“r“”a”
ambi I

Bali NN 7,2

Sumber: SKI Kementerian Kesehatan, diolah 1 Juni 2024 ﬂ
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C. PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN EKSTREM NASIONAL
PER MARET 2023 (1,12%)
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1. Lakukan pengecekan penduduk miskin ekstrem dengan pendataan detail by name by address, data berasal dari bottom up (dari desa ke
Kab/Kota = Provinsi).

2. Pelajari penyebab kemiskinan ektrem yang terjadi didarahnya dan lakukan tindakan intervensi, misalnya karena kurangnya saran air bersih, sarana
jalan rusak dll.

3. Lakukan koordinasi dengan Kab/Kota (Doing Sharing), apakah bisa dikerjarkan bersama atau bisa oleh Kab/Kota sendiri.
4. Berikan reward dan punishment bagi daerah Kab/Kota dalam melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem (Kompetitif)

*Data belum termasuk 4 DOB Papua

Sumber: Susenas BPS, diolah 1 Juni 2024 28
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ESTIMASI 10 KABUPATEN ANGKA KEMISKINAN
EKSTREM TERTINGGI

22.69

Intan Jaya

19.9

Lany Jaya

18.66 17.12 46,75 16.37

Puncak _
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14.37

Sumba Timur

13.48 13.1
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]
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12.15

ESTIMASI 10 KABUPATEN ANGKA KEMISKINAN
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EKSTREM TERENDAH
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ESTIMASI 10 KOTA ANGKA KEMISKINAN
EKSTREM TERTINGGI
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Kota Mataram . .

-
Kota langsa . :.E

-
(%Y

Kota Bandar

ESTIMASI 10 KOTA ANGKA KEMISKINAN EKSTEM

Kota Ambon ©

Catatan: Terdapat 37 Kabupaten dan 24 Kota di Indonesia yang memiliki nilai persentase kemiskinan ekstrem 0%.

Sumber: Kemendagri, diolah 3 Juni 2024
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Pulau Sumatera:

1.

I - I I

21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33-

Lanjutan...

Kota Batam
Kota Padang
Kota Pekanbaru
Kota Banda Aceh
Kota Payakumbuh
Kab. Tulang Bawang

Kota Palembang

Kota Tebing Tinggi

Kota Jambi

Kota Pariaman

Kota Bukittinggi

Kota Sawahlunto

Kota Tanjung Pinang

Kab. Tanjung Jabung Barat
Kota Metro

Kab. Lampung Tengah

Kota Bengkulu

Kab. Bengkulu Tengah

Kab. Lebong

Kab. Lampung Selatan

Kab. Lampung Utara

Kota Dumai

Kab. Asahan

Kab. Aceh Besar

Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Musi Rawas

Kab. Tebo

Kab. Bengkulu Utara

Kab. Aceh Tengah

Kab. Tulang Bawang Barat
Kab. Muara Enim

Kab. Lubuk Linggau

Kab. Bengkalis

S~

D. PENGUATAN EKONOMI DAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH ¥ementerian Dalam Negerl

Pulau Kalimantan

2

Kab. Tabalong
Kota Samarinda
Kota Banjarbaru

Kota Singkawang

Kab. Sanggau

Kab. Hulu Sungai Selatan
Kab Barito Kuala

Kab. Banjar

Kab. Bulungan

Kota Tarakan

Kota Balikpapan

Kota Bontang

Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kubu Raya

Kab. Tapin

Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Kotawaringin Timur
Kab. Ketapang

Kab. Sekadau

Kota Palangkaraya
Kabupaten Sintang

2

Pulau Maluku dan Papua:

1.

2.

Kota Jayapura
Kab. Halmahera Utara

MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
Jumlah dan Sebaran MPP di Daerah

Pulau Sulawesi:
1. Kota Tomohon -

2. Kota Palu 15.  Kab. Soppeng
3. Kota Palopo 16.  Kab. Wajo
4 Kab. Barru 17.  Kab. Poso
5. Kab.Bone Bolango:s. Kab. Konawe
6. Kab.Bombana 19. Kab. Bolaang
7 Kab. Kep. Selayar Mongondow
8 Kab. Bantaeng Selatan
5. Kab. Maros 20. Kab. Sinjai
10. Kab. Pinrang 21.  Kab. Toraja
1. Kota Parepare Utara
12.  Kota Manado 22. Kab. Morowali
13.  Kota Kendari 23. Kab. Bone
14. Kab. Pangkep 24. Kab. Banggai
»5. Kab. Polewali
Pulau Bali dan Nusa ~ Mandar
Tenggara: _ -
1. %(%t;ae;lpasarb
2. Kab. Karangansem 1
. Kab. Badung

3

4 Kab. Belu

s. Kab.Lombok Tengah
6. Kota Mataram

7. Kabupaten Klungkung
8. Kab. Buleleng

9. Kab Manggarai Timur
10. Kota Kupang

1. Kab.Ngada

[ N Y I VY

1 75 MPP TELAH DIRESMIKAN

Republik Indonesia

57 KOTA TELAH MEMILIKI MPP

Prov. DKI Jakarta
Kota Surabaya
Kab. Banyuwangi
Kab. Probolinggo
Kab. Kulon Progo
Kab. Banyumas
Kab. Sidoarjo
Kab. Sleman
Kota Bogor
Kab. Sumedang
Kab. Kebumen
Kab. Batang
Kota Surakarta
Kab. Pandeglang
Kab. Jepara

Kab. Purwakarta
Kab. Pati

Kab. Lamongan
Kota Bekasi
Kota Salatiga
Kab. Magetan
Kab. Bojonegoro
Kab. Gresik

Kota Tangsel
Kab. Kendal

Kab. Blora

Kab. Karawang
Kab. Bekasi

Kab. Madiun
Kab. Bandung

Sumber : Kemendagri, diolah 2 Juni 2024

31

32.
33-

34.
35-

36.
37-

38.
39.
40.
41.

42,
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52,
53-
54.
55-

Pulau Jawa:

3

8

Kab. Tuban

Kab Karanganyar
Kota Magelang
Kota Mojokerto
Kota Bandung
Kab. Sukoharjo
Kota Yogyakarta
Kab. Purworejo
Kota Tasikmalaya
Kab Kuningan
Kab. Pasuruan
Kota Cimahi

Kab. Sumenep
Kota Malang
Kab. Lumajang
Kab. Nganjuk
Kab. Cilacap

Kota Batu

Kota Semarang
Kab. Gunung Kidul
Kab. Brebes

Kab. Rembang
Kab. Grobogan
Kab. Boyolali

Kab. Klaten

56.

57-
58.

Kab. Kudus

Kota Serang
Kota Cilegon
Kab. Sragen

Kab. Demak

Kab. Pekalongan
Kab. Pemalang
Kab. Purbalingga
Kab. Semarang
Kab. Wonogiri
Kota Tangerang
Kab. Bandung Barat
Kab. Cirebon

Kab. Pangandaran
Kab. Tegal

Kab. Tulungagung
Kab. Malang

Kab. Pacitan

Kab. Sampang
Kota Pasuruan
Kab. Bantul

Kota Kediri

Kab. Lebak
Kabupaten Tangerang
Kab. Magelang
Kab. Bangkalan
Kab. Jember

Kab. Pamekasan
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DATA KELEMBAGAAN PTSP DI DAERAH

Telah membentuk dan sudah Belum Sesuali
Daerah : Total Keterangan
sesuai nhomenklatur Nomenklatur
Provinsi 38 0 38 |-
Kabupaten 371 45 416 | 45 Kabupaten masih belum sesuai dengan
regulasi; 10 Kabupaten belum melaporkan Perda
Pembentukan Perangkat Daerah.
Kota 85 13 98 13 Kota masih belum sesuai dengan nomenklatur.
Kelembagaan yang sudah dan belum Kelemt_)agaan yang sudah dan belum Kelembaggan yang sudah dan belum
sesuai Nomenklatur 38 Provinsi sesuai Nomenklatur 416 Kabupaten sesuai Nomenklatur 98 Kota
0 10.82%

13.27% -

100% 89.18% 86.73%

= Sudah Sesuai Nomenklatur = Belum Sesuai Nomenklatur = Sudah Sesuai Nomenklatur = Belum Sesuai Nomenklatur = Sudah Sesuai Nomenklatur = Belum Sesuai Nomenklatur

Sumber : Kemendagri, diolah 2 Juni 2024 m
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E. INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN,
KESEHATAN, INFRASTRUKTUR DAN KAPASITAS SDM (STANDAR PELAYANAN MINIMUM)

KEWAJIBAN DAERAH DALAM ALOKASI ANGGARAN

’ S
,’ ,-"-—T—“‘-\‘“\ \\ F
9(/ " ." ™ '
I' ,‘i i 1 | N“' ‘l mrm ” i ! -
' - | = =
| ) . . K —
| a8 a8 v ¥w.Wi : H,/-'
| aalies wigewi ) -
I L ’
1| ! I | . .
[ . Pemda mengalokasikan 1| . Daerah wajib A Alokasi
X : nggaran
: Alokasi anggaran anggaran Kesehatan dari : | mengalokasikan belanja p 99 Kat An aran
- Pendidikan APBD sesuai dengan " infrastruktur pelayanan0 enlr_1g atan gg
i kebutuhan Kesehatan 0 Lol el feneleh wtiad | Kapasitas SDM Penguatan
Sekurang- | dari total belanja APBD, g
! 0 SlRETEl YENG MENEEEl - di luar belanja bagi hasil | Sekurang' APIP b
: kurangnya 20% Ead_a pr(I)gram (Ij(fseha;[(an : | dan/atau transfer kepada kurangnya 0,34% Sepesar
: shalotel) petls el el el Daerah dan/atau desa. ' ;
I darl APBD dalam Rencana Induk [ Daerah harus untUK Pemerlntah 0’3% Sam pal
: bidang Kesehatan : menyesuaikan porsi Provinsi dan 0,16% dengan 0.9%
dengan memperhatikan ‘ belanja infrastruktur untuk Pemerintah g
I ) I S .
- poneengguan b || psemerowigpana || capupaten/iota dari Total
I inerja. (Pasa 0. _ - : .
\ 17 Tahun 2023 ttg I | sejaktanggal Undang- dari Total Belanja Belanja
L\ Kesehatan) ‘A Undang ini diundangkan. Daerah
\Y ,I (Maksimal Tahun 2027) _ Daerah
. = = .
So -

TIDAK HANYA SENT, TAPI DELIVERED
I
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APBD URUSAN PENDIDIKAN

Kementerian Dalam Negeri
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triliun rupiah

' PROVINSI & KABUPATEN/KOTA |

1,200.00 1,060.04
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
HETOTAL URUSAN H URUSAN PENDIDIKAN I {PERSENTASE
triliun rupiah | PROVINSI || triliun rupiah | KABUPATEN I triliun rupiah | KOTA ||
250.00 212.48 800.00 676.75 180.00 170.78
200 OO 25.70% 70000 21.02% 160,00
' 600.00 - 140.00
500.00 - 120.00
150.00 200:00 Tan-o0
100.00 300.00 - 2000
50.00 54.60 200.00 40.00
100.00 - 20.00
0.00 0.00 - 0.00
ETOTAL URUSAN HTOTAL URUSAN HE TOTAL URUSAN
H URUSAN PENDIDIKAN H URUSAN PENDIDIKAN H URUSAN PENDIDIKAN
[A{PERSENTASE [{PERSENTASE [APERSENTASE
.. .
)) @ kemendagri.go.id 0 Kemendagri_RI 0 Kemendagri Kemendagri 33

Sumber Data: 446 Daerah, SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024.
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Lanjutan... | APBD URUSAN PENDIDIKAN KOTA | ol ncor e

miliar rupiah 8
A -
i —_
2,500.00 2 g ~ Total = 39.035,24
© o Vv ¥ o Rata-Rata = 419,73
200000 & 5 8 4 2 R 8§
2 ® |-? - N \o. . .
- O 00
® ®n ® ® 6 92 -
1,500.00 - 4 = : . 9
? - - g O O
5 8%
1,000.00 + o0 < o
N <
8 & % & a ¥ & & 8 8
500.00 I[?,.OAQ\OOI\NOQ'ﬁ
S — ———
0.00 D D D B N e e e e
> & > o S
> QY o ¥ R g S & N 0" o x?* &
@ D @ o7 A 2 2 > .o 0" & & & 0 @
@ PO AT R > oo PP oY 4.’0'& sy o ¢° & S Vg
&0 L° P @O X2 > SV «K? o \? o oo
) +° +° x? X &° o 2
$° $° t‘:b'
‘l,o
10 KOTA TERBESAR 10 KOTA TERKECIL
ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN
m= URUSAN PENDIDIKAN RATA-RATA KOTA

. \_________________________________________________________________________________________________________________
":» @ kemendagri.go.id 0 Kemendagri_RI o Kemendagri Kemendagri Sumber Data: 446 Daerah, SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024. 34
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F. TATA RUANG PADA WILAYAH PERKOTAAN

WALIKOTA AGAR:

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Perlu ada taman-taman
di perkotaan

Sediakan ruang terbuka
hijau - anggaran untuk
membuat ruang terbuka
hijau akan lebih kecil dari
pada subsidi untuk
kesehatan

Trotoar dibuat untuk
pejalan kaki = jangan
digunakan untuk
berdagang atau berjualan

Tingkatkan air quality ke
arah yang lebih baik
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STATISTIK A/R QUALITY INDEKS
INDONESIA DAN DUNIA TAHUN 2023

i Peringkat Kualitas Udara Negara di Dunia

No Negara Skor
Greenland 1 |Bangladesh
2 [Pakistan
® 3 |India
. 4 —
A ry o N Negara dengan . gilrlllziﬁ;agaso
J, R o e . & kualitas udara e I
. \ rag
y ® terburuk - -
{ e o 3 "l ROREN O ) ana .' "). 7  |United Arab Emirates
b 5 " ve ! >y i" » ) M, @~ azakBitan 8 Nepal
® ’ ( P ] umuw *0
B . 4 3 ﬁ:& s &9 : 9 |Egypt
@ sorocco . o Pa L 10 |Congo
'3 @ 1o Cuva - v Oman 1 H
Gl ala G'. Mall Nig > ° ° 3 Negara lainnya
Colginbl ~. Liber ‘”" s W ke v
L.Dla . .
2e ‘ Dtmlt‘:l:but u Congo .: P ".Papua New Guinea L14J|nd0neS|a _
" g ‘M:"' Zamgdia
aragua = vt ® 1
Perey ,oghh < " Aumrete 5} Ill4 Negara lainnya
’Nge &
@ ,
N —
p ® ¢’ ® 129 [New Zealand
_ 5.1-10 . : 10.1-15 ) 15.1-25 . 7 25.1-35 : 35.1-50 . =50.1 . d 130 Bermuda
Exceeds by 110 2 times Exceeds by 2 to 3 times Exceeds by 3 to 5 times Exceeds by 5 to 7 times Exceeds by 7 to 10 times Exceeds by over 10 times Ne ara en an
Baik Sedang Tidak Sehat SangatTidak Sehat Berbahaya g ) 9 3 131 |Grenada
kualitas udara 132 |iceland
terbaik 133 |Mauritius
Keterangan: .| 134 |French Polynesia

*  berdasarkan konsentrasi PM2.5 rata-rata tahunan (ug/m3)

«  Particulate Matter (PM, ) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama
dengan 2.5 um (mikrometer).

Sumber: IQAIR.com, diakses 3 Juni 2024
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AIR QUALITY INDEKS
PERKOTAAN DI INDONESIA TAHUN 2023

Tog «

Real time Kota besar dengan
polusi terburuk di Indonesia

No Negara Skor
1 [Tangerang Selatan
2 |Bandung
3 [Surabaya 100
4 [Jakarta 91
5 |Palembang 69
6 [Pekanbaru 69 -
7 |Denpasar 63 :
8 [Bogor 56 [ I e et sty o
Baik Sedang Tidak Sehat SangatTidak Sehat Berbahaya
9 [Jambi 55
2023 Indonesia cleanest city Mamuju , West Sulawesi
10 Malang 53 2023 Indonesia most polluted city South Tangerang , Banten

Sumber: IQAIR.com, diakses 3 Juni 2024, 20.30 WIB a




Lanjutan...

G. REALISASI APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TREN PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2023-2024

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Provinsi, Kabupaten/Kota

31 Mei ‘23

40% 399,78 T
30 Apr ‘23 m '
[0)
30% o i 3 23.66% 293,37 T
20% 176,12 T 26.47%
22.89% PN Apr 24 31 Mei ‘24
284,01 T 341,20 T
10% 12.76%
31 Mar 24
. 150,83 T
0% ' == TA 2023 =p==TA 2024
Maret April Mei
Provinsi 31 Mei 23 31 Mei 23 Kota| 31 Mei 23
40% 3:{)0,;p2r1‘?r4 133,93 T 35% 20 Apr 23 212,08 T 359, 30 Apr 23 53,78 T
4 . 9 . 9
36.99% 30% ISTEET 29.99% 30% 33T 33.06%

0% 3 y - 30.63% 25% 31 Miar 23 22.04% 25%  oeer s i

‘ ’ 31 Mei 24 o 88,25 T o ’ 2 >
20% 17.91% 26.51% 115,34 T 20% 31 Mel 24 20% 23.41% 32;“;; 1?4

30 Apr ‘23 15% . 176,06 T 15% 30 Apr ‘24 ’
95,96 T 10% 30 Apr “24 10% 13.82% 39,91 T
10% 13.22% | simarioa  wBIT ° | 31 Mar 24
31 Mar ‘24 5% o 5% 23,267
79,98 T ’
0%  47,58T 0% ' 0%
«4=TA2023  ==pu==TA 2024 g==TA 2023  emtmmTA 2024 g==TA 2022  ==u=TA 2023
Maret April Mei Maret April Mei Maret April Mei

Sumber Data : Laporan 519 Pemda untuk LRA per 1 Januari s.d. 31 Mei 2024, pukul 18.00 WIB (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024
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PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN
APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2024
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Sumber Data : Laporan 38 Pemprov untuk LRA per 1 Januari s.d. 31 Mei 2024, pukul 18.00 WIB (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024
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Lanjutan...

TREN PERSENTASE REALISASI BELANJA

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2023-2024

30% Provinsi, Kabupaten/Kota 31 Mei 23
0
344,157
30 Apr ‘23
221,38 T
20% 17.26%
31 Mar 23
10% s 30 Apr ‘24 264,23 T
212,46 T
31 Mar 24 a4
0% 96,36 T
° == TA 2023 a=t==TA 2024
Maret April Mei
Provinsi| 31 Mei 23 31 Miei 23 Kota) 31 Mei 23
35% 115,077 30% 182,60 T 30% 46,48 T
30 Apr ‘23
259 31 Mar ‘23 70,98 T 118,72 T 31 Mei ‘23
41547 19.00% 20% 31 Mar ‘23 20% 16,85 T
20% - —— 58,08 T 9 31 Mei ‘24
15% el 18.56% MEL LKL 15% o 31 Mei ‘24 15% — : 39,887
° / - 85,60 T o 14.84% 138,37 T o 30 Apr 24 ’
10% 30 Apr 24 10% 30 Apr 24 10% : 32,09 T
69,95 T ‘
5% 31 Mar 24 5% 31 Mar 24 110,42 T 5% 3112":; T24
=$=TA 2023  ====TA 2024 =4==TA 2023  ====TA 2024 =4=TA 2023  ====TA 2024
Maret April Mei Maret April Mei Maret April Mei

Sumber Data : Laporan 519 Pemda untuk LRA per 1 Januari s.d. 31 Mei 2024, pukul 18.00 WIB (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024
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PERSENTASE REALISASI BELANJA
APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2024
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Lanjutan... KAPASITAS FISKAL DAERAH e e ndoneas
APBD PROVINSI TA 2024

Kemendagri membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas keuangan fiskal yaitu:

 Kapasitas Fiskal Kuat ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari pendapatan
transfer pusat.

« Kapasitas Fiskal Sedang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat
seimbang (Selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer
terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25%).

+ Kapasitas Fiskal Lemah (Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat).
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FISKAL KUAT FISKAL SEDANG FISKAL LEMAH

Sumber Data: 544 Daerah, SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024.

I ! PENDAPATAN ASLI DAERAH ki PENDAPATAN TRANSFER _




Kementerian Dalam Negeri

Lanj u'[al"l - Republik Indonesia

APBD KOTA TA 2024

Kemendagri membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas keuangan fiskal yaitu:

 Kapasitas Fiskal Kuat ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari pendapatan
transfer pusat.

« Kapasitas Fiskal Sedang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat
seimbang (Selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer
terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25%).

+ Kapasitas Fiskal Lemah (Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat).
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IV. ARAHAN DAN PENEKANAN

Memastikan Kelancaran Operasional dalam setiap tahapan
pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang dilakukan oleh
Penyelenggara Pilkada di daerah masing-masing -> Secara
paralel jajaran pemerintah mengikuti semua perkembangan yang
dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan memberi dukungan
saat diperlukan.

Memfasilitasi penandatangan NPHD bagi pihak Bawaslu, TNI
dan POLRI serta mendorong proses penyaluran hibah pilkada
sesuai tahapan penyaluran.

-1y

4.\1\ 4
S Menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah dan melaksanakan
L pengendalian inflasi dengan mendukung UMKM, memastikan
ketersediaan stok/pasokan secara rutin serta melakukan analisis

prediksi kenaikan/penurunan harga bahan pangan pokok.

Mempermudah Iklim Investasi dengan menyederhanakan
proses perizinan, meningkatkan infrastruktur, promosi dan
pemasaran daerah, serta membangun kemitraan strategis dengan
pihak swasta, baik lokal maupun asing.

@www.kemendagri.go.id ﬂ Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri a
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TERIMA KASIH
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